BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2015 KEMENKUHAM. Pengharmonisasian.
Pembulatan. Pemantapan Konsepsi. Rancangan
Peraturan Perundang-undangan. Prosedur. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
serta untuk mengatur tata cara dan prosedur
pengharmonisasian, pembulatan, dan  pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

www.peraturan.go.id



2015, No.1257 9

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-00OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
dengan  Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan  Peraturan
Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan
Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh
dalam kerangka sistem hukum nasional.

2. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.

4. Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah
panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk
menyusun Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 2

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan terhadap:

a. Rancangan Undang-Undang;
b. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
c. Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan dengan tujuan untuk:

a. menyelaraskan dengan:

1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan

2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan

b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
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BAB 11
PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-
undangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau
Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan
anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.

(2) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri.

Pasal 5

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan;

b. pemeriksaan administratif;
analisis konsepsi;

rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan;

e. paraf persetujuan; dan

penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 6

(1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan
kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.
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(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan
Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga
pemerintah nonkementerian tersebut.

Pasal 7

(1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
paling sedikit memuat:

a. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan;

b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi
muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

c. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
d. isu krusial yang perlu dibahas; dan

hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia
Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.

(2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat harus
melampirkan dokumen:

a. Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;

c. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian
dan/atau Antarnonkementerian,;

d. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan
paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian
dan/atau Antarnonkementerian; dan

e. izin prakarsa dalam hal:

1. Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar
Prolegnas;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau
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3. Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar
Program Penyusunan Peraturan Presiden.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d
harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.

(3) Format Rancangan  Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Administratif
Pasal 9

(1) Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dalam
jangka waktu paling lama S (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Direktur
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada kementerian
pemohon untuk melengkapi dokumen.

(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian
pemohon.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan,
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama
Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada
kementerian pemohon.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Direktur
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur
Jenderal melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

(6) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan.
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Bagian Keempat
Analisis Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 10

(1) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan untuk
melihat kejelasan konsepsi.

(2) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi
dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

(3) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dengan memperhatikan:

a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan peraturan perundang-undangan lain;

b. asas hukum;

putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

yurispridensi;
alasan pembentukan;

dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;

=

arah dan jangkauan pengaturan;

[e—rey
.

keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
dan Rencana Kerja Pemerintah;

j- hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
l.  unsur lainnya.

(4) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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(5) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara:

a. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan; dan

b. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal
maupun eksternal.

Pasal 12

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan
dalam bentuk tanggapan tertulis.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rapat Pengharmonisasian Konsepsi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 13

(1) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan
kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melibatkan wakil dari:

a. kementerian yang mengajukan permohonan;

b. kementerian terkait;

c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
d. lembaga lain terkait.

(3) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli
termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

(4) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, meliputi:

a. rapat persiapan;
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b. rapat pleno; dan
c. rapat tim kecil.
Pasal 14

(1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf
a dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap
konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. rapat internal;

b. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan;
dan/atau

c. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, kementerian yang mengajukan  permohonan,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau
lembaga lain terkait.

Pasal 15

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b
dimaksudkan untuk:

a. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap
substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

b. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan
terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. memutuskan substansi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang bersifat krusial; dan/atau

d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar
naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh wakil
dari masing-masing kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh
wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan
Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah
pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil
keputusan.
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Pasal 16

(1) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf
c dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan,
batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran, sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan juga kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau lembaga lain terkait.

Pasal 17

(1) Wakil dari setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-
masing hasil pembahasan pada rapat persiapan, rapat pleno, dan
rapat tim kecil.

(2) Dalam hal terdapat permasalahan, wakil dari kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait
melaporkan kepada  pimpinan masing-masing untuk mendapat
arahan dan keputusan.

Pasal 18

(1) Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan
tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama
atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan.

(2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno,
Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk diputuskan pada
rapat tingkat menteri.

(3) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan
permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya
untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator.

Pasal 19

(1) Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak menghasilkan
keputusan, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut kepada
Presiden untuk memperoleh arahan.

(2) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan
dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan disepakati
dalam rapat pleno.
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Bagian Keenam
Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 20

Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan naskah Rancangan
Peraturan Perundang-undangan yang telah diharmonisasikan kepada
menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau
pimpinan lembaga lain terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada
setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Direktur Jenderal atas nama  Menteri menyampaikan  hasil
Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang telah memperoleh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 kepada menteri yang mengajukan permohonan untuk diteruskan
kepada Presiden.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat
mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian secara serta merta dapat langsung
melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan
melibatkan Menteri, menteri, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau lembaga lain yang terkait.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekaligus merupakan Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden.

(3) Terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri tidak mengeluarkan
surat penyampaian hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(4) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian kepada Presiden untuk ditetapkan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

FORMAT PERMOHONAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor vfehul s Tempat, (tgl.,bln. thn)
Sifat 3

Lampiran

Hal

Yth. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

.................... alinea isi paling sedikit memuat:
1. tyuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan;
keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain,
isu krusial yang perlu dibahas,; dan
hal lain wvang berkembang pada tahap penyusunan Pamtia Antarkementerian dan/atau

Antarnonkementerian.

nama jabatan,
({tanda tangan dan cap jabatan)
nama lengkap

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,

2. Menteri/Pimpinan LPNK/LNS terkait (jika diperlukan); dan
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

FORMAT RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.Rancangan Undang-Undang
2.Rancangan Undang-Undang Perubahan
3.Rancangan Undang-Undang Pencabutan
1) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang
yang sudah berlaku)
2) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang
yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)
4.Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional
1) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa
Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)
2) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa

Indonesia tidak digunakan dalam teks resmi)

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
1.Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang
2.Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang

C. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

www.peraturan.go.id
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D. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Rancangan Peraturan Pemerintah
2. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan

1) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan
Pemerintah yang sudah berlaku)
2) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan

Pemerintah yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

E. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
1. Rancangan Peraturan Presiden
2. Rancangan Peraturan Presiden Perubahan
3. Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan

1) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan
Presiden yang sudah berlaku)

2) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan
Presiden yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

4.Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian atau Persetujuan

Internasional

1) Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa
Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)

2) Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa

Indonesia tidak digunakan dalam teks resmi)

F. RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG

www.peraturan.go.id
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A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang

4+—p Bom

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(NAMA UNDANG-UNDANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

:l enter

45 cm : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __
‘ » : $ E: 12 enter
i Menimhang: a. bahwa ...;
— ¥
i“' P b. bahwa ...;
i c. (dst);
E Mengingat: 1. . 3
gt —p2 .
3,5 cm 3. ..
:1 enter
i Dengan Persetujuan Bersama -
i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA
i dan
! PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —;
I 1 enter
3.5cm MEMUTUSEKAN: —
e E— — 1 enter
! Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... .
E | 2 enter
BAB 1
KETENTUAN UMUM —
1 enter
E 3.5em Pasal 1 -
{#———¥»Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. s e
2. jdst.
lcm

2.5¢cm

e

J 1 ente

1
I
I
I
I
I
|
I
|
I
I
I
I
I
|
|

1t
|
I
I
|
|
|

2,5¢cm

e

www.peraturan.go.id
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_ 25em

<

ILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

‘ Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

_tl enter
BAB II

jl enter
Bagian Kesatu

¢1 enter

Paragraf 1
}] enter
lem Pasal 3
3.5 cm » (]-} see n
2
Pasal 4

(1)
2 aghoriem
ar .

1@ em
2)

BAB ...
KETENTUAN FENUTUP —
| 1 cnter

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. —}
1 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia. i
| 2 enter
Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

enter

L

NAMA

1 enter

1 enter

REPUBLIK INDONESIA,

| 4 enter

NAMA

] 2 enter

1

2.5 cm

i
i
;I
1 enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; |
| 3

| womowr
# 1  HaLaman

www.peraturan.go.id
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2. Rancangan Undang-Undang Perubahan
[ o o o o o o T o T
I I
i i
; EdE T :
1
!

i — i
i RANCANGAN i
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
i PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG i
! NOMOR... TAHUN... !
i TENTANG ;
{untuk perubahan pertama)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR... TAHUN...

i TENTANG i

H (untuk perubahan kedua dst.) —
Jl enter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _i
i 1 enter
25 em PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —
4_’3 I‘Z enter : 2,5 em
E Menimbang: atbaliva -
5 »b. bahwa...;
i c. (dst);
1
i Mengingat: 1. .. 3
- 35¢cm "‘g ;
‘tl enter
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
! dan
E PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —; :
tl enter i
MEMUTUSKAN: - &
g <o » 1 enter
: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG =~ !
: NOMOR... TAHUN... TENTANG... . :
H 1 enter |
BAB I
KETENTUAN UMUM  —
H 1 enter
i Pasal [
[ E— 1 »Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang !
! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., !
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...} diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
! 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi !
i sebagai berikut: i
i Pasal 8 i
i 1 .... i
! 2).... I
| @ |
. . LG T . . . . . i

2.5 cm

www.peraturan.go.id
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[ 3
-2- 4
deom
- - o . o o o o .
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, :
yakni ayat (la) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai |
berikut: i
Pasal 18 i
(1) !
(la) ... . :
{1b) ... . ;
2) i
4, dst. :
Pasal II ;

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|

|

|

i

I

I

I

I

|

|

I

I

I

|

3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
| Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
|
I
I
|
i
i
i
I
I
|
i
i
|

Republik Indonesia.
| 2 enter
Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
| 3 enter

NAMA
1 enter
|
i
i Diundangkan di Jakarta
| pada tangeal . e
i MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
! REPUBLIK INDONESIA,
I
I
i
i 3 enter
|
i NAMA
| 2 enter
i
i

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

|;
il 1 enter

| womor
| HaLaman

i
i | 1 enter

www.peraturan.go.id
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3. Rancangan Undang-Undang Pencabutan
1) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan
Undang-Undang yang sudah berlaku)
!
! 4—p Bcm |
1 1
i i
! RANCANGAN — !
; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ;
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN...

. TENTANG
i (NAMA UNDANG-UNDANG) _11 enter |
1 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA — i

; . 1 enter
25 em PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —t
‘_’E I‘Z enter i 2,5 cm
i Menimbang; At pafia ... i—
55w »b. bahwa ...;
c, (dst);

i Mengingat: 1. .. 3
E"— 3,5 em ’%' ’ :

1 enter
Dengan Persetujuan Bersama —t
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
! PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —;

: tl enter
MEMUTUSKAN: - —
“‘_:LsT_" il enie
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG —
: NOMOR... TAHUN... TENTANG... . .
!
BAB1
KETENTUAN UMUM —
1 enter
i Pasal 1 —
M———3ssn »Undang-Undang Nomor... Tahun.. tentang.. (Lembaran Negara
1

Republik Indonesia Tahun... Nomor..,, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.peraturan.go.id
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3 cm

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Republik Indonesia.
|
! pada tanggal ...
|
|

3 enter

25cm
NAMA

I Diundangkan di Jakarta
i pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

1 enter

|
|
i 3 enter
|

NAMA

] 2 enter

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

| 2 enter
Disahkan di Jakarta

11 enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, j

1 enter

Z5em

| womor
| HaLaman

| 1 enter

25cm

www.peraturan.go.id
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2) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan

berlalku.

2.5 cm

Republik Indonesia Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak |

|
|
I
ol

Undang-Undang vang sudah diundangkan tetapi belum
berlaku)
[ - - - - - - -1 - 7
i i
i
i
i
H 4—p Bcm :
i 5
i
i
|
i RANCANGAN —_— i
i UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA i
i NOMOR ... TAHUN ... i
! TENTANG !
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN... :
TENTANG i
(NAMA UNDANG-UNDANG) _I] enter |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA — |
1 enter
»5em PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —i
< > 2 enter 2.5 cm
! Menimbang;: P Bhiva . -
55— ™b. bahwa..; i
c. (dst);
Mengingat: | D4 3
A N |
i :I enter i
i Dengan Persetujuan Bersama — — i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3
H 1 enter H
i MEMUTUSKAN: =% |
—— g > II entel
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG —
NOMOR... TAHUN... TENTANG... .
1 enter
! !
; BAB I ;
KETENTUAN UMUM —
1 enter
Pasal 1
] —a5em — »Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara :
Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara :

www.peraturan.go.id



23

2015, No.1257

Republik Indonesia.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i Diundangkan di Jakarta
! pada tanggal ...

REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3 enter

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 7

1 enter

3 enter

25em

NAMA

] 2 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

| 2 enter
Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

1 enter

| PN

| womor
# 1 HALAMAN

1 enter

1 enter

www.peraturan.go.id
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1. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional

1) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian
Internasional (bahasa Indonesia digunakan dalam salah satu

teks resmi)

2,5 cm

4—p Bcm
1 I
i i
i RANCANGAN — i
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
i PENGESAHAN i
! (nama perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa asing !
! dari teks resmi) !
-‘—i] enter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _i
1 enter i
| PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, . — '
] I
1 IQ enter i 2,5 em
Menimbang: abafiva ] —
- s5an b, bahwa .. ;
i c. (dst);
i Mengingat: 1. , 3 i
D W |
‘3 1 enter
Dengan Persetujuan Bersama
i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUELIK INDONESIA
i dan |
i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA i
]
MEMUTUSKAN: - !
g Shhem —» JI emcé'
i Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN... . i
! (nama perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia dan diikuti !
! dengan bahasa asing dari teks resmi) !
| 1cr|rtc|
Pasal 1
' 3.5em ’[1] Mengesahkan (nama perjanjian internasional dalam bahasa

Indonesia dan diikuti bahasa asing dari teks resmi).

www.peraturan.go.id
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3 em

(2} Salinan naskah asli (nama perjanjian dalam bahasa Indonesia dan |
diikuti dengan bahasa asing dari teks resmi) dalam bahasa Indonesia |
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan !‘
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3 enter

b

NAMA )
—
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .. 1 enter
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
2 enter

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5 cm

r

1 enter .
Disahkan di Jakarta j ;

pada tanggal ... ———— 3

1 enter

1
i
tidak |
1
i
1

v

NOMOR
HALAMAN

i 1 I enter

I enter

.

e

2.5 cm

—

www.peraturan.go.id
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2) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian
Internasional (Bahasa Indonesia tidak digunakan dalam salah
satu teks resmi)

—

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN
(nama perjanjian internasional dalam bahasa inggris dan diikuti dengan bahasa Indonesia
sebagai terjemahannya)

I I enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

35 om PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __
< > 2 enter 2.5 cm

! Menimbang;: P bhhwa ... -
o T" b. bahwa peed i

c. (dst);

Mengingat: | D 3
e |
i : 1 enter i
i Dengan Persetujuan Bersama — — i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —;
; _31 enter ;
i MEMUTUSKAN: —
g— 35cm > II entek
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN... . -

(nama perjanjian internasional dalam bahasa inggris dan diikuti dengan

bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) —
! 1 enter
1 1
i ! I
i » Pasal 1

&l

E‘ 3.5cm

(1} Mengesahkan... (nama perjanjian dalam bahasa inggris dan diikuti
dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)

25¢em

www.peraturan.go.id
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docm

(2} Salinan naskah asli.. (nama perjanjian internasional yang diikuti

dengan bahasa Indonesia sebagai
Inggris dan terjemahannya dalam
terlampir dan merupakan bagian
Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

terjemahannya) dalam bahasa
bahasa Indonesia sebagaimana
vang tidak terpisahkan dari

memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

3 enter

\ &
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ... 1 enter
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
1
‘L 3 enter

NAMA

| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

25cm

| 1 enter
Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

r PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, —

NAMA
r Y

1 enter
r

] 2 enter

| womor
1 HALAMAN

| 1 enter

}

1 enter

2.5 cm

www.peraturan.go.id
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B. RANCANGAN

UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah

28

UNDANG-UNDANG PENETAPAN

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-

1 1 enter
_y
I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _i
1 enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, . —

é 2 enter : 2.5 cm
i Menimbang; afihwa ... j—
e T5em P b, bahwa ...; !
; c. (dst):
i Mengingat: 1. .. 3
i"" 35 cm ’g o ’ :
E I 1 enter !
: Dengan Persetujuan Bersama = —
i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
i dan
; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _i :
H 1 enter i
i i
i . MEMUTUSKAN: = T3
— " }1 enter
i Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
! PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN... TENTANG (NAMA
; PERPU) MENJADI UNDANG-UNDANG. ;
: 1 enter :
! BAB 1
; KETENTUAN UMUM —
| 1 enter
i Pasal 1
I a5em »Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor... Tahun...
I
I
1
i

RANCANGAN —
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

NOMOR... TAHUN...
TENTANG
(NAMA PERPU)

<+

& cm

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

MENJADI UNDANG-UNDANG

tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) ditetapkan
menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,

2.5 cm
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2.5cm

Jom

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

| 2 enter
Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 7
f;ﬂl?l'

L NAMA )
Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal ... | enter
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

:I 2 enter

1 enter

|
i I 1 enter

| womor
1 HALAMAN

1 enter

www.peraturan.go.id
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Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang

2.5cm

4+—p Bom

—

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

(NAMA PERPU)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

¢l enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —

I) enter

i Menimbang; aSihwa .
3z Pb. bahwa ...;
! c. (dst);
Mengingat: 1. .. 3
e
! _:1 enter
: Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —;
il enter
i MEMUTUSKAN: .
I.‘_ 3.5cm —
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN...
TENTANG (NAMA PERFU).
: 2 enter
i
i BAB 1
KETENTUAN UMUM —
1 enter
Pasal 1
& 35em P Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor... Tahun...

e

tentang (Nama Perpu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...
Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

25cm

I 1 enter

e

|
i—;] enter

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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docm

| womor
1 HALAMAN

Pasal 2

|

i L . .

| Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i

I

Agar setiap orang mengetahuinya,

Republik Indonesia.

memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

!
——

E ilcnmr

2.5 cm

! \ &
I
Diundangkan di Jakarta
3 pada tanggal ... L enter
! MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA

pada tanggal ...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

| 2 cnter

| I
| Disahkan di Jakarta !
i

i

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, —
T:.'n ter
i

NAMA

] 2 enter

[,

—

;] enter

'y !
1 enter

2.5 cm
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C. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG
e Y '
| i
I I
i i
4—p Bcm
I
i i
I I
RANCANGAN —
PERATURAN PEMERINTAH
! PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
; NOMOR ... TAHUN ... ,
: TENTANG ;
(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) _1'
enter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —; g
1 enter !
2sem PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, _ —t |
¢ » 2 enter ! 2.5 em
Menimbang: aVthwa -—
| —jT’ b. bahwa peed
i c. (dst);
1 I
i Mengingat: 1. .. 3 i
'q+> 2. ..
3 '
cm 3
J 1 enter
1
! MEMUTUSKAN: —
- 3.5¢m > !}] enter
I Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG i
TENTANG...(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). —j
2 efater
i BAB I i
: KETENTUAN UMUM — :
1 enter
Pasal 1
< d5cm ——Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang
H dimaksud dengan:
i 1. ...
| = |
! !
1 I
1 ]
i i
i i
I I
i i
e e e e e e e e e e e e s e e s e i
25 cm

N
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f
8 o | womor
- * | HALAMAN
3em
v
- - - - - - - - - -
Pasal 1
J 1 enter
3 BAB II ;
i =3 i
¢| enter
Bagian Kesatu —
| ¢] enter
i Paragraf 1 —_
i —_ i
i '}] enter i
Y Pasal 3
(1)
i (2) i
| i
! Pasal 4 !
I { 1} 3 1
(2) "'gli-?:f’-lcm
| [ 33
| I
| 2 :
| .
i b) ..:
2.5em 1r—!>_?.-‘4cm
+—P> ) [
I 1
3 BAB ... : 2.5 em
KETENTUAN PENUTUP — e
tl enter
Pasal 5 -
! Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada =3
I tanggal diundangkan, -a;l enter
I
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. j i
| 2 dnter
I ]
i Ditetapkan di Jakarta :
pada tanggal ... T
_;l enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, —
| ]
3 T::ntcr :
i i
A NAMA
Diundangkan di Jakarta i
! pada tanggal ... 1 enter
| I
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA i
REPUBLIK INDONESIA,
! 3 enter
I
‘ NAMA :I i
2 enter
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... . . ~

www.peraturan.go.id
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D. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Rancangan Peraturan Pemerintah

4—p 8cm

RANCANGAN ———
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(NAMA PERATURAN PEMERINTAH) Iemerl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

1 enter !
sk PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —¢ ;
‘_"i 2 enter : 2,5 cm
! Menimbang: abaiva . :“'_*
- 35em > b. bahwa..; i
i c. (dst); i
] 1
i Mengingat: 1o 3 i
: — 2. .. 1
!H 3,5 cm 3 i
i enter :
i MEMUTUSKAN: — i
,r‘ 3,5cm & 1 enter !
! Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ... . i
5 1 enter :
! !
] 1
i BAB I i
! KETENTUAN UMUM  — !
E 1 enter E
: Pasal 1 ;
—— »Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: i
1. e - !
]
2. < plc’lst‘l. i
1em H
i
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2.5¢cm

3 cm
-2- - »
T T T T !
i Pasal 2 i
i . — i
i IW enter i
: BAB I :
E -tl enter :
i Bagian Kesatu i
! — !
i i] enter i
i Paragraf 1 = — ,
I e — 1
i jl enter '
] lem Pasal 3 ]
E" 3,5¢cm *[1]" :
| 2 |
! !
! Pasal 4 !
] ]
i () i
i (2) i
| |
i i
I I
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
! BAB... ' 25em
5 KETENTUAN PENUTUP—, —>
i -¢1 enter i
i Pasal 5 i
i Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. _C‘;
i i 1 enter
i Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 1
E Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran :
; Negara Republik Indonesia i
i 2 enter |
i i
i Ditetapkan di Jakarta !
i pada tanggal ... !
i tlh. enter
i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;— |
I I
i 3 enter |
! !
I I
i NAMA i
i 1 enter :
I I
i Diundanglean di Jalarta i
i pada tanggal ... 1 enter i
i MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA :
i REPUBLIK INDONESIA, i
] ]
i i
! 3 enter !
I I
i i
i NAMA !
i 2 enter !
E LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... :
L e i
2.5 cm
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2. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan

2.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagai berikut:
1.

<« Eom

_

RANCANGAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR..TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan pertama)
atau

NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan kedua dst)

1 enter
¢1 enter

tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., |

...) diubah |

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: !
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi :
sebagai berikut: i
Pasal 8
1y ...
2 ....
3 ...
) ...

i

Heem PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ — ;
¢ » IZ enter :
; Menimbang;: Ef'hssaﬂr‘lna e} i
@——35m—»b. bahwa..; !
i c. (dst); i
| 1
i Mengingat 1. .. :i i
1 B Tor S !
35¢ ‘ ;

3. . Il :

MEMUTUSKAN: ™~ 4 ) i

— T — AN;T enter i
! Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN !
PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG... . 7 :

1 enter i

1

i

Pasal I i

< 35 " Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... :
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.5cm

2,5cm
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3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat,

berikut:
Pasal 18
(1 ...
(la)....
(1b) ... .
(2)
Pasal 1T

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Negara Republik Indonesia.

2 enter
Ditetapkan di Jakarta

vakni ayat (la) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lﬁmbaran!

[ -

: 1 enter

NOMOR
L HALAMAN

pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

|
|
1
I
1
|
|
|
!
! 3 enter
!
|
|
|
|
1
1
1
|

NAMA
1 enter
: Diundangkan di Jakarta
: pada tanggal ... 1 enter
i MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
1 2 enter
[LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5 cm
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3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan
1) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Peraturan Pemerintah yang
sudah berlaku)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

1

i

i

i

i

E 4—p Bem

i

i

i

i

i

; RANCANGAN —_

i PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

! NOMOR ... TAHUN ...

! TENTANG H
! PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... 5
: TENTANG ;
i (NAMA PERATURAN PEMERINTAH) _Il i
i enter H
i

1

i

i

1 enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ '}

Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i
2,5 cm I
1
¢ ’ i 2 enter : 2,5 em

E Menimbang: A uiva e} :“_>
it 35 om »b. bahwa..; i
! c. (dst); i
I 1
I Mengingat: ) 3 i
| . ]
i" 3,5em 2. i
: 3. . i
i ¢ 1 enter — i
i MEMUTUSKAN: - 1 enter i
34 3,5cm > !
E Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN :
i PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG... . i
i 1 enter i
i i
i Pasal 1 :
o PPeraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara ;
i
i

2.5cm
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Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

F —

NOMOR
HALAMAN

NAMA

] 2 enter

i
i
|
i | 1 enter
i Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan—:r-'
1 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara !
E Republik Indonesia. ;
H 2 enter H
] 1
i Ditetapkan di Jakarta i
i pada tanggal ... .
| |!l enter
i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, —|
i !
25 i 3 enter :
4._crn:> ! 2.5cm
i NAMA -—
! 1 enter !
I 1
i i
i i
E Diundangkan di Jakarta :
i pada tanggal ... L enter i
]
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA i
REPUBLIK INDONESIA, !
1
i
3 enter E
i
i
i
i
i
i
i

2.5 cm

www.peraturan.go.id



2015, No.1257 40

2) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Peraturan Pemerintah
yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

1

1

1

i

!

4—p Bem i

1

1

1

1

i

1

RANCANGAN —_— i

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA i

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR... TAHUN...

TENTANG

(NAMA PERATURAN PEMERINTAH) _I] enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak :
berlaku.

i
1
i
i
25 cm 1 enter i
! PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ !
1 1
¢ » i 2 enter i 25cm

1 8 1

i Menimbang: A Bafiva i >
- 35em 7> b. bahwa..; !
E c. (dst); :
i Mengingat: 1 .. 3 :
& —gsa— 2 i
i 5 cm 3 |
! } 1 enter — !
E MEMUTUSKAN: ! EiteE :
| < 3,5cm > — 1
i Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN |
i PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG... . i
1 enter ]
i I i
- Pasal 1 !
i
i
1
1
i

1
1
]
]
4 35cm P Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara
]
1
1
1
]
]
]
I
I
]
]
]
]
]
]
]
]
i
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Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

F —

NOMOR
HALAMAN

NAMA

] 2 enter

i
i
|
i | 1 enter
i Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan—:r-'
1 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara !
E Republik Indonesia. ;
H 2 enter H
] 1
i Ditetapkan di Jakarta i
i pada tanggal ... .
| |!l enter
i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, —|
i !
25 i 3 enter :
4._crn:> ! 2.5cm
i NAMA -—
! 1 enter !
I 1
i i
i i
E Diundangkan di Jakarta :
i pada tanggal ... L enter i
]
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA i
REPUBLIK INDONESIA, !
1
i
3 enter E
i
i
i
i
i
i
i

2.5 cm
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E. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
1. Rancangan Peraturan Presiden
T
i i
i i
i i
i i
i i
; 4—p 8Bcm i
1 |
i i
i i
i i
i i
1 I
i RANCANGAN —— i
! PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA !
E NOMOR ... TAHUN ... :
! TENTANG :
i (NAMA PERATURAN PRESIDEN ) }1 enter |
1 ]
i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —; i
. 1 1 enter .
25 em PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —t :
4_’5 < enter E 2,5cm
i Menimbang: alPaliva ... :4_’
« 35em > b. bahwa..; :
i ¢ (dst); i
] ]
i Mengingat: L. 3 i
e 5
E enter i
i MEMUTUSKAN: i
ﬂ—MT_.' 1 enter !
! Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG ... !
1 I
H 1 enter H
i i
i BABI i
! KETENTUAN UMUM  — !
E 1 enter E
i Pasal 1 :
[ E— ¥ Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: i
] 1. e |
i 2. (dst). i
1 < . I
i Lem i
i i
1 I
i
i
i
i
i
i
i
i
I
i i
i i
2.5 cm
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ILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3 cm
-2- <
CTTTTT T
i Pasal 2 ;
i =3 i
! 11 enter !
i BAB II 5 !
] 1
i 3 i
i }1 enter i
i Bagian Kesatu i
| — 1
E _31 enter :
: Paragraf 1 ;
! ;1 enter !
i lem Pasal 3 !
Eq- (177 :
i (2) i
i i
| Pasal 4
! (1)
| ) -
| d% cm ]
| a. ... i
i b. ..t i
i 14 em i
I - 1
é 2. aﬁp‘f«; cm :
i b) .o i
i 1T em i
i 2) .. i
| 1
| a
! BAB ... ! 25cm
! KETENTUAN PENUTUP —;  —
! _31 cnter ;
i Pasal 5 i
E Peraturan Presiden ini muai berlaku pada tanggal diundangkan. _:—
' H 1 enter
I 1
i Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 7’3
! Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara !
i Republik Indonesia. !
| 2 enter
| ]
i Ditetapkan di Jakarta i
E pada tanggal ... _ﬁ
' enter
E PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;— |
I 1
i 3 enter i
! !
I 1
i NAMA i
] 1
i 1 enter |
| Diundangkan di Jakarta i
E pada tanggal ... 1 enter :
E MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA :
: REPUBLIK INDONESIA, H
I 1
i i
i 3 enter 1
i i
i i
| NAMA i
| ]
i i
i

] 2 enter

2.5 cm
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2. Rancangan Peraturan Presiden Perubahan

2.5 cm

: Menimbang:
R am—

3,5 cm

Mengingat:

S

|
i

i

i

H 3,0 cm

—= '
3.5cm

Z¢

«>» 8m

_—

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR..TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan pertama)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR...TAHUN...
t] enter

TENTANG
(untuk perubahan kedua dst)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —,
¢1 enter

1 —
2 enter

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

abailva ...
b. bahwa ...;

C. (dst];j

-

1.
2.
3

ey

i 1 enter

MEMU’I‘USKAN:N_; -

1 enter

E Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN

i PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG. .. .

i 1 enter

|

! Pasal

E*l— 35an P Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ...
tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...} diubah

sebagai berikut:
1.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
’Ketentua.n ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
1 em S€bagai berikut:

Pasal 8

2,5¢m
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S - _ | womor
= = HALAMAN
3 cm

i 3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, |
yakni ayat (1a) dan avat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai |
berikut: '

Pasal 18
(1 ...
(la) ... .
(ib) ... .

2) ... i

4. Dst. 1

Pasal II i

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara i

Republik Indonesia. !
2 enter
1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.nga.ni
1
1

Ditetapkan di Jakarta i
pada tanggal ... H

!¢1 enter
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, _i‘
i
3 enter H
1
NAMA i
Lenter |
]
i
Diundangkan di Jakarta :
pada ta.ngga.l o 1 enter '
i
: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA l
: REPUBLIK INDONESIA, :
i i
: 3 enter :
! i
i NAMA i

2,5cm | 2 enter , 2,5cm
< » :LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... < >

2.5cm
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3. Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan
1) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Peraturan Presiden
yvang sudah berlaku)
P T i
i i
i i
i i
i i
i 4—p Bem i
| 1
! 1
i i
i i
i i
i i
i RANCANGAN — i
] PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA !
i NOMOR ... TAHUN ... ;
i TENTANG i
i PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR... TAHUN... l
! TENTANG S i
! (NAMA PERATURAN PRESIDEN) __Ii enter |
i !
i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —; :
i 1 enter i
Zoem PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ —i i
1 1
¢ : ! 2 enter i 2,5 cm
1 5 I
i Menimbang; A Baia o |<’—’
—asm #b. bahwa ..; !
E c. (dst];j :
i . i
i Mengingat ; - H
P2 . !
! 3,5cm 3 i
! 1 enter !
] MEMUTUSKAN: -
E‘- 3,5cm > ,_._;1 enter
i Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN -
1 PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG... . !
1 1 enter 1
i I i
i i
i Pasal 1 i
HWPPeraturan Presiden Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara |
! Republik Indonesia Tahun... Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak !
E berlaku. !
i
i
1
i
i
i
i
i
i
i |
i i
2.5 cm
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dem S - _ || momor
= = HALAMAN

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

|

I

I

I

|

i

|

i

:1 i
2 enter 1

|

Ditetapkan di Jakarta i
I

i

|

|

]

]

]

]

|

i

i

: Republik Indonesia.

I

]

!

E pada tanggal ... !

i } enter

i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

] I

! 3 enter 1

| |

| NAMA |

E 1 enter :
25cm | i s |
¢ i Diundangkan akarta i

| pada tanggal ... I 2,50m

i 1 enter i

i - »

: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA '

REPUELIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
| 2 enter
ILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5cm
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2) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Peraturan Presiden yang
sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

;
!

!

i

i

<+—» scm !

1

i

i

i

i

i

i

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA !
NOMOR ... TAHUN ... ;

TENTANG i

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR... TAHUN... !
TENTANG ;

(NAMA PERATURAN PRESIDEN) _——_:Ilenter ‘

1
1
|
|
1
1
1
1
|
!
!
!
| RANCANGAN —
|
1
1
1
1
1
1
!
!
i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —
|

1
1

jl enter !

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __ :
i

1

2,5¢cm |
]
é IZ enter ! 25em
i Menimbang: AP Baiva ... —>
H 3.5cm »b. bahwa..; :
i C. (dst];E |
E Mengingat: ) :
- p2. .. i
i 3,5cm 3 ! ,
i 1 enter !
: MEMUTUSKAN: 4+
i« 35cm > i] enter
i Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN —|-
! PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG... . !
1 1 ]
i enter i
i I i
] Pasal 1 i
g #Peraturan Presiden Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara !

Republik Indonesia Tahun... Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan '

tidak berlaku.

2.5cm
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dem S - _ || momor
= = HALAMAN

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

|

I

I

I

|

i

|

i

:1 i
2 enter 1

|

Ditetapkan di Jakarta i
I

i

|

|

]

]

]

]

|

i

i

: Republik Indonesia.

I

]

!

E pada tanggal ... !

i } enter

i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

] I

! 3 enter 1

| |

| NAMA |

E 1 enter :
25cm | i s |
¢ i Diundangkan akarta i

| pada tanggal ... I 2,50m

i 1 enter i

i - »

: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA '

REPUELIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
| 2 enter
ILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5cm
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3. R

ancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional

1) Rancangan Peraturan Presiden pengesahan perjanjian internasional (Bahasa

Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)

TENTANG
PENGESAHAN
(nama perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia dan diikuti oleh bahasa asing dari
teks resmi) —Il
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;
1 enter
s em PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __
4 i 2 enter 2,5 cm

E Menimbang: A uiva e} >
-+ 35 om »b. bahwa..;
i c. (dst);
I
I Mengingat: ) 3
! »2. ..
E 3.5cm a
i 3 1 enter
i MEMUTUSKAN: T
34 3,5 cm > —a
i Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN... (nama perjanjian ! enter

<+ Bem

RANCANGAN —
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

internasional dalam bahasa Indonesia dan diikuti oleh bahasa asin

dari teks resmi)
1 enter

Pasal 1

j#——35 (1) Mengesahkan (nama perjanjian internasional dalam bahasa |

Indonesia dan diikuti bahasa asing dari teks resmi).

(2) Salinan naskah asli... (nama perjanjian dalam bahasa Indonesia .

tem dan diikuti dengan bahasa asing dari teks resmi) dalam bahasa |

Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id
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25em !

|

3 enter i

i

NAMA i

|

1 enter i

|

i Diundangkan di Jakarta :
i pada tanggal ... — | 2,5 cm

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA i ‘
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
2 enter
'LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

S - _ | nomor
< >
3 em HALAMAN

Pasal 2
Peraturan Presiden ini muai berlaku pada tanggal diundangkan. " ‘
I 1 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang;
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

i

|

Republik Indonesia. i
2 enter :

I i

i

i

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

2.5cm
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Indonesia tidak digunakan dalam salah satu bahasa resmi)

Rancangan Peraturan Presiden pengesahan perjanjian internasional (bahasa

< Bom

—

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI ...

(bahasa asli perjanjian internasional dalam bahasa inggris dan diikuti dengan
bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) __Il
enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA —;

i] enter

1 c:nl.:(‘r

i
i
i
2,5cm !
o PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, __  — :
¢ ; IZ enter : 2,5 cm
i Menimbang: AP buiva . —>
gz »b. bahwa ..; !
E c. (dst); :
i Mengingat: R 3 :
iH 3.5 cm ’ § : i :
! _; 1 enter E
i MEMUTUSKAN: ;
i 3,5cm > _;]. enter
i Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN... . (nama perjanjian™
' internasional dalam basaha inggris dan diikuti dengan bahasa !
E Indonesia sebagai terjemahannya)
: 1 enter
i I
i Pasal 1
.lﬂia,s (1) Mengesahkan (nama perjanjian internasional dalam bahasa inggris |

dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya).
(2)
lem bahasa Indonesia sebagai terjemahnya) dalam bahasa inggris dan

Salinan naskah asli (Persetujuan internasional yang diikuti dengan |

terjemahnya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan ;

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

2.5cm
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25cm

Pasal 2
Peraturan Presiden ini muai berlaku pada tanggal diundangkan.

Republik Indonesia.

2 enter
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;—

3 enter
NAMA
1 enter

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ... 1 enter

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA
1 enter
ILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5 cmn

1
I | 1enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan !
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara :

1
!
enter

\ 4

NOMOR
HALAMAN

2,5 cm

P
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RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG

I 1
i i
1 4+ 5cm i
1 1
i i
i i
i i
i RANCANGAN i
i PENJELASAN
i ATAS
! UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
i NOMOR ... TAHUN ... ;
i TENTANG ) i
| 4P (NAMA UNDANG-UNDANG) i
i lem 1 enter i
; !
25cm | I. UMUM —;—-l t
: enter
i Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pcmiki.ran,_!_I
< " N

5 i
maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum
secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang
terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain

II. PASAL DEMI PASAL iy

1 enter
Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai beri lu; :
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

b. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam
batang tubuh;

c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian vang telah dimuat di dalam
ketentuan umum; dan/atau

e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

2.5 cm

atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya. -

1 enter

www.peraturan.go.id
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-2- <
N HALAMAN
3 cm |

Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau isti

perlu diberikan penjelasan.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa “cukup jelas” yang
diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan !
vang tidak memerlukan penjelasan. i

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 1
Cukup jelas. :
Pasal 4 —|
Ayat (1) i 2,5 cm
Yang dimaksud dengan “...” adalah ... .
Ayat (2)
Cukup jelas.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal |
yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas tanpa merinci masing-masing ayat !
atau butir.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut

memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan |

penjelasan yang sesuai.

2.5 cm
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3 cm

i Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan,
gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/{rasa tersebut.
! Contoh:
Pasal 25
Ayat (1)

! Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidan

ve e

pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan
ditetapkan.

i Ayat (2)

é Cukup jelas.
: Ayat (3)

: Cukup jelas.
1

2 enter
i J
I TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
1
i
) n—
25em |
1
|

2.5 cm

| NoMOR
# 1 HALAMAN

2,5cm
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KETERANGAN:

1. Naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis
huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan
custome size:

lebar (width) : 21 sentimeter
panjang (heigth) : 33 sentimeter
2. Marjin:
atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (left) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

3. Seluruh line spacing yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt

4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului
dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk
pencantuman nomor halaman pada Rancangan Penjelasan Peraturan
Perundang-undangan.

6. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan bentuk tabel
menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan ukuran huruf dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan berbentuk peta dicetak
berdasarkan kebutuhan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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